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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 128 TAHUN 2026
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada masyarakat maka diperlukan susunan keanggotaan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana,
sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Bali “Nangun Sat
Kerhti Loka Bal?” melalui Pola Pembangunan Semesta
Berencana dalam Bali Era Baru;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasidan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan

Data Pribadi (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2022
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6820);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4

Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah
beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2026, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
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Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 8);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022 Nomor 43);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali
Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pejabat Pengelola  Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pejabat  Pengelola Informasi dan  Dokumentasi

Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali,

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri

dari:

a. atasan pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi pelaksana;b. pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi pelaksana;

c. sekretariat;

d. bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi;

e. bidang pelayanan informasi publik;

dan f. bidang fasilitasi dengketa

informasi.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas dan
wewenang:

a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan
pelayanan informasi di Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bali;

b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Bali; dan

c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan
layanan Informasi Publik di Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Bali.
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Pejabat  Pengelola Informasi dan  Dokumentasi
Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA huruf b, mempunyai tugas:

a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan
informasi, dan memberikan pelayanan informasi
kepada publik;

b. melakukan pemutakhiran informasi dan

dokumentasi publik;

. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

. melakukan inventarisasi informasi yang
dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Provinsi Bali; dan

e. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi
kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
secara berkala.

0.0

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA huruf ¢, mempunyai tugas:

a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi
public meliputi sarana dan prasarana
penyelenggaraan pelayanan informasi;

b. membantu  Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar
Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan

c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan,
pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d,

mempunyai tugas:

a. mengolah data dan informasi sesuai format yang
dibutuhkan; dan

b. penyajian data dan informasi melalui website
bapenda.baliprov.go.id dan/atau papan pengumuman
di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Bali.

Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e, mempunyai
tugas:

a. memberikan informasi mengenai prosedur
permintaan informasi,

b. menerima dan melayani permintaan informasi serta
menyampaikan jawaban permintaan informasi yang
diminta; dan

c. menyusun laporan layanan informasi publik.

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f, mempunyai
tugas:

a. memberikan masukan kepada Atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon
informasi; dan

b. membantu menyelesaikan keberatan
dan/atau sengketa informasi publik.

SR

+ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE). - -ony .
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE. v BaNel

BERWISATA
) INDONESIA
Upload file pada https://tte. komdigi.go.id/verifyPDF untuk cek keaslian file.  eaygeppuamt
INDONES\A


https://kanal.baliprov.go.id/verify_page
https://kanal.baliprov.go.id/prv/69e982ff-7df6-4805-86b8-355ef8dd52bd

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Bali.
KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada
tanggal 3 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
| Dewa Tagel Wirasa, SE.Ak., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680209 199803 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali (sebagai laporan);

2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;

3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Bali di Denpasar;

4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar; dan

5. Yang bersangkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
BALI

NOMOR 128 TAHUN 2026
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

A. Atasan Pejabat
Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
Pelaksana

B. Pejabat Pengelola

Informasi dan
Dokumentasi

Pelaksana

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bali.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi
Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Bali.

C. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Koordinator

Anggota

: Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian,

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

1. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Badan
Pendapatan daerah Provinsi Bali.

2. Arsiparis Ahli Muda, Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Bali.

3. Penelaah Teknis Kebijakan, Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Bali.

4. Penata Layanan Operasional, Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

5. Penata Layanan  Operasional, Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

D. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Koordinator

Anggota
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: Kepala Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem

Informasi Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Bali

1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem
Informasi Pendapatan Daerah, Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
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2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Strategi /
Inovasi Dan Metode Pendapatan Daerah, Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

3. Pranata Komputer Ahli Muda, Badan
Pendapatan daerah Provinsi Bali.

4. Pranata Komputer Ahli Pertama, Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Bali

S. Penata  Layanan  Operasional, @ Badan
Pendapatan daerah Provinsi Bali

E. Bidang Pelayanan Informasi Publik

Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah,
Badan Pendapatan daerah Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah, Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

2. Kepala Sub Bidang Non Pajak Daerah Dan
Pendapatan Daerah Lainnya, Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Bali

3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda,
Badan Pendapatan daerah Provinsi Bali.

4. Penelaah Teknis Kebijkan, Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Bali.

5. Penata Layanan Operasional, Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Bali

F. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan
Regulasi Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Bali.

Anggota : 1.Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Evaluasi
Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bali.

2. Kepala Sub Bidang Regulasi Dan Kerjasama
Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bali.

3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda,
Badan Pendapatan daerah Provinsi Bali.

4. Penelaah Teknis Kebijkan, Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Bali.

5. Penata Layanan Operasional, Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Bali

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
4/ | Dewa Tagel Wirasa, SE.Ak., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680209 199803 1 007
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